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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN 

NOMOR : KM SS TAHUN 2009 

TENTANG 

STANDAR KAPAL NON KONVENSI 

(NON CONVENnON VESSEL STANDARD) BERBENDERA INDONESIA 

Menimbang a. bahwa- dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tenfang 
Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nornor 51 Tahun 2002 
tentang Perkapalan, telah diatur ketentuen mengenai 
kelaiklautan kapal; 

b: bahwa untuk menjamin keselamatan berlayar kapal non konvensi 
(non convention vessel standad) berbendera lndonesia perlu 

, menetapkan standar kapal non konvensi (non *vention vessel 
standard) m n d e r a  lndonesia; 

. .  . 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menten 
Perhubungan tentang standar kapal non konvensi (non 
convention vessel standard) berbendera lndonesia; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang -Pelayaran 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 64. 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4849); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nornor 95, 
Tambahan Lembaran Negara Republil. lndonesia Nomor 4227); 

3. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1976 tentang Ratifikasi 
International Convention on Load Llnes, 1966 (Load Lines 
Convention 68); 



4. Ke~utusan Presiden Nomor 50 Tahun 1979 tentang ~atifikasi 
~hvent ion on the lntemational Regulations for -Preventing 
Collisions at Sea, 1972 (COLREG Convention 72); 

5. KeWhsan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Ratifikasi 
lnt&ational Convention for the Safety of Life at -sea, 1974 
(SOWS 74); 

Keputusan Presiden NomoF 46'Tahun 1986 tentang RatMkasi 
International Convention for the Prevention of Pollution From 
Ships, 1973 and Protocol of 1978 releting thereto (MARPOL 
73/78): 

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1986 tenthng Ratifikasi 
International Convention on Standards of Training, Certification 
and Watchkeeping for Seafarers, 1978 (STCW Convention 78); 

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, 
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Keja Kementerian 
Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008; 

Keputusan Menteri Perhubungan Nornor KM 70 Tahun 1999 
tentang Pengawakan Kapal Niaga; 

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2005 
tentang Lambung Timbul Kapal; 

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2005 
tentang Pencegahan Pencemaran Dari Kapal: 

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2005 
tentang Pengukuran Kapal; 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 
tentang Organisasi dan Tata Keja Departemen Perhubungan 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2008; 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 2005 
tentang Ketentuan Pengoperasian Kapal Tangki Minyak 
Lambung Tunggal (Single Hull); 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2006 
tentang Kewajiban Bagi Kapal Berbendera Indonesia Untuk 
Masuk Klas Pada Biro Klasifikasi Indonesia; 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 2006 
tentang Penyerderhanaan Sistem dan Prosedur Pengadaan 
Yapal dan Penggunaan I Penggantian Bendera Kapal; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR 
KAPAL NON KONVENSI (NON CONVENTION VESSEL STANDARD) 
BERBENDERA INDONESIA. 
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